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BAB Il

SETTING PENELITIAN

A. Gambaran Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

1. Sejarah lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon
sebagai akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari
diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah dan lain
sebagainya.

Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian
disebut era reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh
pelosok tanah air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang
hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan
nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak
yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan
Kebangkitan Bangsa.

Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang
terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang
sembilan dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan
NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama

untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya. Di
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antara yang usulannya paling lengkap adalah Lajnah Sebelas Rembang yang
diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Dalam menyikapi usulan
yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-
hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar NU ke-
27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait
dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.
Namun demikian, sikap yang ditunjukan PBNU belum memuaskan keinginan
warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan
langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik
warga NU setempat. Diantara yang sudah mendeklarasikan sebuar parpol
adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat
(Perkanu) di Cirebon.

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah
PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk
Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima
diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU),
dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil
Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua
PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi
hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim
Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk menginginkan partai

politik, maka pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 20
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Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima, selain itu juga dibentuk
Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU)
dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc.,
Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan,
H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim
Asistensi  bertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan
merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga
NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi poitik warga
NU.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan
rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Tanggal 26
- 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di
Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol.
Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan: Pokok-pokok Pikiran NU
Mengenai Reformasi Politik, Mabda' Siyasiy, Hubungan Partai Politik dengan

NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.81

2. Kronologi pendirian

Kisah pendirian PKB dimulai pada 11 Mei 1998. Ketika para kyai
sesepuh di Langitan mengadakan pertemuan. Mereka membicarakan situasi
terakhir yang menuntut perlu diadakan perubahan untuk menyelamatkan

bangsa ini dari kehancuran. Saat itu para kyai membuat surat resmi kepada

8 http://www.dpp.pkb.or.id/sejarah-pendirian (Kamis, 13 Februari 2014, 06.15)



http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=11_Mei_1998&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Langitan
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Pak Harto yang isinya meminta agar beliau turun atau lengser dari jabatan
presiden. Pertemuan itu mengutus Kyai Muchid Muzadi dari Jember dan Gus
Yusuf Muhammad menghadap Pak Harto untuk menyampaikan surat itu.
Mereka berangkat ke Jakarta, meminta waktu tetapi belum dapat jadwal.
Sehingga sebelum surat itu diterima, Pak Harto sudah mengundurkan diri
terlebih dahulu tanggal 23 Mei 1998.

Pada tanggal 30 Mei 1998, diadakan istighosah akbar di Jawa Timur.
Lalu semua kyai berkumpul di kantor PWNU Jatim. Para kyai itu mendesak
KH Cholil Bisri supaya menggagas dan membidani pendirian partai bagi
wadah aspirasi politik NU. la menolaknya karena tidak mau terlalu
berkecimpung jauh dalam dunia politik dan merasa lebih baik di dunia
pesantren saja. Akan tetapi para Kyai terus mendorongnya karena dinilai lebih
berpengalaman dalam hal politik. Pada saat itu Gus Dur belum ikut dalam

pertemuan ini.

3. Pemilihan umum

Partai ini pertama mengikuti pemilu pada tahun 1999 dan pada tahun
2004 mengikutinya lagi. Partai yang berbasis kaum NU ini sempat
mengajukan Gus Dur sebagai presiden yang menjabat dari tahun 1999 sampai
pertengahan 2001. Pada tahun 2004, partai ini memperoleh hasil suara 10,57%
(11.989.564) dan mendapatkan kursi sebanyak 52 di DPR. Partai Kebangkitan

Bangsa mendapat 27 kursi (4,82%) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota
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DPR 2009, setelah mendapat sebanyak 5.146.122 suara (4,9%). Ini berarti

penurunan besar (50% kursi) dari hasil perolehan pada tahun 2004.82

4. ldiologi partai

Pancasila merupakan bentuk idiologi tertutup, yang bersifat ekslusif,
dimana masyarakat tidak diberi kebebasan untuk menafsirkan, yang ada
hanyalah “tafsir tunggal” atau juga sebagai idiologi terbuka, yang bersifat
inklusif, dimana masyarakat bebas menafsirkan terbuka tanpa ada rasa
ketakutan dianggap supersif.

Sedangkan PKB adalah partai yang tetap dibawa naungan pancasila
dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Antara
lain terbuka bagi suku, ras dan agama maupun yang termanifestasikan dalam
bentuk visi, misi, program kerja, keanggotaan dan kepemimpinan.
Sebagaimana tertera dalam asas dan prinsip perjuangan dalam Anggaran dasar
bab Il Pasal 3 yaitu: partai berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan dan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan dalam bab Il pasal 4
dijelaskan tentang pola dan model perjuangan partai kebangkitan bangsa,
bunyi pasal tersebut adalah prinsip perjuangan partai adalah pengabdian

kepada Allah Subhanau Wa Ta’ala menjunjung tinggi keberadaan dan

8 http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Kebangkitan Bangsa (Kamis, 13 Februari
2014, 06.00)
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kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan menumbuhkan dan

kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Ahlussnnah Wal Jamaah.83

5. Asas dan Tujuan partai

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai yang cenderung memilih
Islam sebagai asasnya, jika seluruh penggagas dan sebagian besar
pendukungnya menganut agama Islam keceendrungan ini tidak dijumpai
dalam PKB. Sebagai partai yang didirikan oleh kaum Nadhiyyin yang tidak
satu pun dari mereka memeluk agama diluar Islam, PKB lebih munyakai
pancasila dari pada Islam sebagai asasnya.

Pemakaian pancasila sebagai asas partai dilandasi oleh keragaman cara
pandang tokoh-tokoh partai PKB dalam memahami Islam. Mereka meyakini
bahwa Islam tidak perlu dituangkan dalam bentuk formal kelembagaan partai.
Tetapi yang penting adalah ajaran Islam tercermin dalam tingkah sehari-hari,
yang disebut akhlakuk karimah. Dalam konteks kepartaian, pemikiran ini
tidak mempersoalkan apakah suatu partai mencantumkan Islam sebagai
asasnya atau tidak. Para pendiri PKB merancang partaianya sebagai instrumen
untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam berpolitik. Sehingga salah besar
menurut mereka jika mengeluarkan PKB dari barisan partai-partai Islam,

hanya partai ini tidak mengusung simbol-simbol Islam. 84

® Hasil Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa, Anggaran Dasar/
Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) Partai Kebangkitan Bangsa. (Jakarta:Sekretariat
Jendral DPP PKB, 2011), him. 3.
8 Zainal, Abidin Amir. Peta Politik Islam Pasca Soeharto, him. 114
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Komitmen terhadap nasionalisme dan spiritualisme agama tersebut
kemudian dicerminkan dalam tiga macam tujuan yaitu:
a) Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagai mana
dituangkan dalam undang-undang dasar 1945
b) Mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara lahir dan batin,
matrial dan spiritual.
c) Mewujudkan tatanan yang demokratis, bersih dan berakhlakul

karimabh.

6. Mabda’ Siyasi

Secara konstitusional PKB sendiri mempunyai jati diri yang telah
dirumuskan oleh beberapa Ulama’. Berikut ini salah satu bunyi naskah jati diri
PKB:

a) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lahir bertepatan dengan
kehendak Allah SWT. Tuntunan zaman dan kemauan rakyat
Khususnya jamaah Nadlatul Ulama (NU), sehingga PKB terikat
hubungan historis, lahirnya PKB dibidani oleh Pengurus Besar
Nadlatul Ulama (PBNU) dan Ulama-ulama NU, sehingga jelas
akan mempengaruhi kredebilitas para ulama NU dan percaturan
politik dan dalam berebut kepercayaan rakyat secara kultural,

faham keagamaan NU, yakni Ahlussunnah Wal Jamaah.
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Adapun Mabda’ Siyasi (pondasi) politik PKB berjumlah 9 seperti
jumlah bintang yang terdapat di lambang partai. Isi pokok-pokok mabda’

Siyasi PKB vyaitu ;

a) Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan RI: mewujudkan bangsa
yang merdeka, bersatu, adil, makmur , sejahtera, bermartabat
dan sederajat dengan bangsa lain di dunia serta pemerintahan
NKRI

b) Cita-cita PKB tentang Bangsa, Bangsa yang dicita-citakan

PKB adalah bangsa yang :

1) Terjamin HAM

2) Dapat dipercaya setia dan tepat janji

3) Mampu memecahkan masalah sosial yang dihadapi
4) Bersikap dan bertindak secara adil dalam segala hal

5) Suka tolong menolong dalam kebijakan

6) Konsisten menjalankan yang telah disepakati bersama
7) Menegakan prinsip musyawarah

8) Meletakan persamaan derajat di depan hukum

¢) Misi utama dan Pilihan pendekatan : Mewujudkan tatanan
masyarakat yang beradab sejahtera lahir dan batin bagi setip
warga negara. Pola pendekatan yang dilakukan adalah amar

ma’ruf nahi munkar. Ciri-ciri masyarakat yang beradap yaitu



d)

f)

74

terpelihar jiwa raga, terpenuhi kemerdekaan dan terpenuhinya
hak-hak dasar manusia.

Kekuasaan sebagai alat Perjuangan : Fakta menunjukan,
selama masa orde baru , kaum NU seakan anak yang tidak
diinginkan. Guru ngaji diawasi, mengisi pengajian harus lapor
polisi dan masah banyak lainnya. Akan tetapi, sewaktu
Gusdur menjadi Presiden , semua orang tiba-tiba mengaku
NU, mengelu-elukan NU dan bangkitlah martabat warga NU.
Kekuasaan sebagai Amanah Allah : Kekuasan memang
melenakan , sperti Fir’aun yang mengaku Tuhan karena
berkuasa yang begitu lama. Dalam Al-Qur’an Allah
Berfirman “sungguh manusia akan menjadi semena-mena
manakala merasa dirinya berkuasa”. Firman lainnya Allah
mengatakan “katakan(wahai Muhammad) Allah-lah Maha
raja-raja, yang memberikan kekuasaan kepada orang yang
dikehendaki dan mencabut kekuasaan dari orang Yyang
dikehendaki”. Atas dasar itulah PKB memandang bahwa
kekuasaan adalah amanat Allah SWT vyang harus
dipertanggungjawabkan kelak dihadapn-NYA.

Kekuasaan untuk Rakyat: Sesuai slogan demokrasi dari rakyat
olen rakyat wuntuk rakyat, dan seharusnya kekuasaan

digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan dan
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kemakmuran rakyat. Agar kekuasaan bisa dikontrol, maka
harus dibatasi dan dijalankan seuai institusional.

Pancasila sebagai Asas dan Ukhuwah sebagai Jiwa
Perjuangan: Mengapa Pancasila bukan Islam yang menjadi
asas?? Karena kita hidup di NKRI dengan beragam suku, ras,
agama, budaya. Hal ini yang dijadikan dasar oleh para
Founding Fathers untuk merumuskan Pancasila sebagai Dasar
Negara RI. Dalam sejarah ada pemaksaan Islam menjadi dasar
negara melalui ‘Piagam Jakarta’ dalam sile pertama
(Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya) hal tersebut justru mengancam
perpecahan dimana-mana. Dari sisi agama akan ada reaksi
keras dari non-muslim. Atas dasar ini dalam tradisi NU ada 3
konsep untuk menjalin hubungan antar warga ;
mengembangkan tali persaudaraan antar sesama dengan
ikatan keagamaan (ukhuwah diniyah), kebangsaan (ukhuwah
wathoniyah) dan kemanusian (ukhuwah insaniyah).

Partai Politik bercorak Humanisme Religius: Ada 3
komunikasi yang melingkupi manusia dalam kehidupannya ;
hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama
dan manusia dengan alam. Politik bagian dari hubungan
manusia dengan sesama manusia(insaniyah). Dengan prinsip

Insaniyah, PKB menegaskan bahwa dalam setiap mengambil
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kebijakan maupun langkah politik berlandasan nilai-nilai
Islam.

i) PKB sebagai Partai Terbuka dan Independen: Menjunjung
tinggi ke-Bhineka Tunggal lka-an masyarakat Indonesia |,
PKB membuka seluas-luasnya bagi berbagai kalangan untuk
bergabung menjadi kader PKB serta membesarkannya tanpa
harus membedakan suku, bahasa, agama dan budaya.
Independen disini bukan berarti siapa saja boleh intervensi
dan mengatur seenaknya, hanya orang PKB-lah yang berhak

mengatur PKB.%°

B. Gambaran Umum DPC PKB Kabupaten Gresik

1. Sejarah DPC PKB Kabupaten Gresik

Di era multi partai ini, NU harus memiliki kesadaran yang under
control NU. Karena kepentingan NU tidak tumbuh diametral, baik dari
aspek idiologi maupun bentuk visi perjuangannya. Bahkan kalau hal itu
dibiarkan, suara dan aspirasi warga NU yang disalurkan ke partai politik
lain, bukan tidak mungkin akan membesarkan orang lain yang ujung-
ujungnya justru menyulitkan “rumah politik” sendiri untuk kepentingan
aspirasi umatnya, sekaligus sebagai alat perjuangan NU. PKB lahir dari

struktur NU, dari PBNU sampai ranting, sehingga DPP PKB lahir dari

®http://politik.kompasiana.com/2013/02/27/mabda-siyasi-pkb-537662.html
(Rabu, 02 April 2014, 10.37)
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PBNU, DPC PKB lahir dari PCNU, dan seterusnya sampai ranting.
Sehingga secara struktural seluruh pengurus NU disegala tingkatan
mempunyai tanggung jawab moral dan politik dan mensukseskan PKB
(KH. Hasyim Muzadi).86

“Kalau PBNU diibaratkan sebagai ayam betina, maka ada dua
benda yang keluar dari buritnya, telur dan kotoran ayam. Yang dimisalkan
“telur” adalah PKB dan yang di misalkan “kotoran” adalah tiga partai
lainnya yaitu SUNI, PNU, dan PKU” (KH. Abdurrahman Wahid).87

Tepat tanggal 23 Juli 1998 partai politik yang didirikan PBNU
telah dilahirkan. Tak selang begitu lama, setelah dideklarasikan DPP PKB,
dibulan Agustus 1998 PCNU Gresik mendapatkan surat dari PBNU terkait
dengan petunjuk teknis pembentukan DPC PKB Gresik.

Dengan batas akhir 23 September 1998 DPC PKB harus terbentuk.
Maka langkah pertama yang diampil oleh PCNU adalah membentuk Tim
Lima di tingkatan PCNU Gresik yang terdiri dari KH. Idris Sahlan, KH.
Zaini Sa’dan, KH. Husnan Ali, H. Masluch Al- Fanani dan KH. Robbah
Ma’sum. Dengan segala keterbatasan maka Tim Lima PCNU Gresik
langsung membentuk jajaran kepengurusan yang ada di Dewan Tanfidz

dan Dewan Syuro DPC PB Gresik.88

14

% Dokumen DPP PKB. Program Kerja Partai Serta Juklak Dan Juknis him. 13-

8 1bid. him. 131
% |bid, him. 133-135
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2. Visi- misi program DPC PKB Kabupaten Gresik
Di kabupaten Gresik, meskipun mayoritas masyarakatnya
beragama Islam namun kerukunan tetap terjaga dengan baik. Hal itu tidak
terlepas dari peran DPC PKB Gresik yang selalu mengkampanyekan
pluralitas dan keragaman agama yang ada. Sebagai partai yang selalu
terbuka, PKB sangat menyadari sepenuhnya kebinekaan, kemajemukan
dan keragaman bangsa Indonesia. Bagi PKB kemajemukan menjadi
sunatullah yang harus diterima dan dihargai.89
Di Gresik, upaya untuk keadilan beragama diwujudkan dalam
beberapa program kerja partai yang selalu berupaya untuk melindungi dan
memberikan kebebasan hak bagi setiap masyarakat Gresik supaya bisa
menjalankan peribadatan menurut agama serta kepercayaan masing-
masing. Adapun program kerja tersebut diantaranya:
a. Menganggarkan dana pembuatan tempat peribadatan bagi
setiap agama yang membutuhkan.
b. Meningkatkan peran agama sebagai landasan pembentukan
iman dan tagwa dikalangan beragama.
c. Menciptakan solidaritas, keharmonisan dan kerukunan umat
beragama dengan jalan dialog lintas agama.
d. Meningkatkan peran lembaga keagamaan dalam rangka ikut

mengatasi dampak perubahan sosial.

%Tabloid Suara Kebangkitan. Edisi 15. HIm.. 2
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e. Meningkatkan pelayanan pemahaman dan pengalaman hidup

beragama.*

Tidak semua program kerja bisa terwujud, namun agenda PKB
Gresik mengupayakan keadilan dibidang agama adalah dengan
mengupayakan pembangunan Masjid Agung Gresik dengan alasan bahwa
representasi dari umat muslim beragama di kabupaten Gresik dengan
predikat kota santri, dengan terwujudnya masjid tersebut maka diharapkan
mampu menjadi sentral kegiatan kehidupan beragama, dengan kata lain

PKB tidak mempunyai maksud untuk upaya diskriminasi agama lain.91

. Sejarah konflik DPC PKB Kabupaten Gresik Tahun 2004-2014
a. Konflik DPC PKB Kabupaten Gresik Tahun 2004-2008

Pada tahun 2004-2008 ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten
Gresik dipimpin oleh Ir. Ahmad Nadir yang juga menjabat sebagai ketua
DPRD Gresik, pada masa kepemimpinan beliau terdapat beberapa
persoalan di lingkungan DPC PKB Kabupaten Gresik. Dimana pada saat
Ahmad Nadir tersangkut dugaan korupsi penyaluran kredit usaha tani
(KUT) dan ditetapkan sebagai tersangka, Ketua DPRD Gresik Ahmad
Nadir resmi dilengserkan oleh Gubenur Jatim Soekarwo dan telah
direkomendasi parlemen untuk menggantkani ketua Dewan Tanfidz PKB

Gresik yakni Ahmad Nadir tersebut.

% Dokumen DPC PKB Gresik, him. 42
bid
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Melalui SK Nomor 171.437/42/011/2009 tertanggal 27 April,
Soekarwo atas nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan
memberhentikan Ahmad Nadir sebagai ketua DPRD Gresik. SK
pemberhentian itu diterima Sekretariat DPRD Gresik pukul 10.00 (28/4).
"Baru saja, SK itu kami sampaikan kepada Pak Samsul (Samsul Ma‘arif,
wakil ketua DPRD Gresik, Red)," kata Sekretaris Dewan Sri Sulasmi
ketika ditemui di kantornya di J| KH Wahid Hasyim, Gresik.92

Ada sejumlah pertimbangan yang melatarbelakangi turunnya SK
Gubenur Jatim tersebut. Antara lain, Surat Bupati Gresik Nomor
150/225/437.77/2009 tertanggal 3 April. Surat Bupati Robbach Ma'sum itu
berdasar usul Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Gresik Nomor
169/FKB/DPRD-GS/111/2009 tanggal 12 Maret. Intinya, surat tersebut
mengusulkan pemberhentian Ahmad Nadir sebagai ketua DPRD Gresik.
Selain itu, surat tersebut berisi putusan Mahkamah Agung Nomor
229.K/Pid/2007 tanggal 12 Oktober 2007 yang memvonis Ahmad Nadir
empat tahun penjara dalam kasus korupsi Kredit Usaha Tanai (KUT).93

Dari adanya SK tersebut muncul perebutan kekuasaan antar
anggota kepengurusan baik ditingkat DPC PKB Kabupaten Gresik sendiri
maupun di tingkatan DPRD Gresik. Dimana di tingkatan DPC PKB
Kabupaten Gresik adanya pergantian kepemimpinan dari Ahmad Nadir

dan Ali Muchid ke Moh. Syafi’ dan Ainnur Rafiq mendapat pertentangan

% http://portofgresik.blogspot.com/2009/04/nadir-resmi-dicopot.html ( Senin, 31
Maret 2014, 10.00)
* Ibid
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dari kubu DPC PKB Ahmad nadir dan Ali Muchid dengan adanya kasasi
dari Moh. Syafi’ dan Ainnur Rafiq ke Mahkama Agung (MA) dengan
pembahasan pergantian ketua dan sekretari DPC PKB Kabupaten Gresik,
sedangkan kubu Ahmad Nadir dan Ali Muchtar menganggap bahwasanya
pergantian tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai. Dimana di dalam
AD maupun ART menurut kubu Ahmad Nadir dan Ali Muchtar
menegaskan setiap pergantian harus ada pengesahan dari Ketua Dewan
Syuro DPP (Abdurahman Wahid alias Gus Dur) pada saat itu dimana Gus
Dur masih hidup dan menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro DPP PKB.
b. Konflik DPC PKB Kabupaten Gresik Tahun 2009-2010

Pada tahun 2009 konflik memanas juga terjadi antar aggota
pengurus DPC PKB Kabupaten Gresik, dimana pada saat Ahmad Nadir
resmi dicopot jabatannya karena kasus korupsi KUT, Zulfan Hasyim
selaku Wakil ketua Dewan Syuro pada saat itu terpilih menjabat sebagai
Ketua DPRD Gresik untuk sementara menggantikan Ahmad Nadir, dan
kemudian Zulfan Hasyim kembali dipilih oleh DPP PKB menjadi Ketua
DPRD Gresik periode 2009-2014 melalui surat rekomendasi nomor
4594/DPR-03/V/A.1/1X/2009 tertanggal 10 September 2009. Terpilihnya
wakil ketua Dewan Syuro DPC PKB Gresik ini menjawab keraguan

berbagai elit politik di Gresik yang sebelumnya lebih menjagokan Hamim
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Mubham (wakil sekretrais Dewan Syuro) atau Moh Syafik AM (ketua
Dewan Tanfidz) PKB setempat.94

Surat rekomendasi tersebut ditandatangani oleh Ketua Dewan
Tanfidz DPP PKB Muhaimin Iskandar dan Sekjen Lukman Eddy dan
diterima DPC PKB pada Kamis (1/10) pukul 10.00 WIB. Dalam surat
tersebut tidak dijelaskan detail alasan pemilihan Zulfan Hasyim. Hanya
dijelaskan bahwa pemilihan politisi kelahiran Bawean itu didasarkan pada
hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan awal
September 2009 lalu. Uji kepatutan dan kelayakan itu diikuti tiga anggota
FKB yang direkom DPC PKB Gresik. Selain Zulfan Hasyim, juga diikuti
M Syafik AM dan Hamim Mubhan.95

Bapak Ainur Rofiq, yang pada saat itu menjabat Sekretrais Dewan
Tanfidz DPC PKB Gresik yang dikonfirmasi menyebutkan, bila DPC PKB
langsung langsung memproses surat tersebut. Selanjutnya surat
rekomendasi itu dikirimkan ke Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD
Gresik untuk dilanjutkan kepada pimpinan sementara.

“Pada saat itu langsung kami kirim ke fraksi dan dilanjutkan
kepimpinan. Harapan kami turunya rekomendasi itu dapat mempercepat
diumumkannya pimpinan difinitif, hingga kedewanan berjalan,” ujar

mantan Ketua GP Ansor Gresik itu, Kamis” .96

% http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/09/10/02/79282-

dpp-pkb-rekomendasi-zulfan-hasyim-sebagai-ketua-dprd-gresik ( Senin, 31 Maret 2014,

10.00)

95 -
Ibid
% Ainur Rofig, Wakil Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Gresik ,

Wawancara, DPC PKB Kabupaten Gresik , 02 April 2014


http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/09/10/02/79282-dpp-pkb-rekomendasi-zulfan-hasyim-sebagai-ketua-dprd-gresik
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/09/10/02/79282-dpp-pkb-rekomendasi-zulfan-hasyim-sebagai-ketua-dprd-gresik

83

Terpilihnya Zulfan Hasyim di luar prediksi. Sebab, diantara nama-
nama yang dikirim ke DPP; Moh Syafik AM dan Hamim Mubhan
merupakan terkuat. Selain pengalaman, keduanya juga menempati posisi
yang strategis di DPC PKB. Apalagi, Hamim Mubhan sempat menjadi
ketua menggantikan Ahmad Nadir yang tersandung perkara korupsi KUT.
Tak salah bila timbul berbagai analisa terpilihnya Zulfan diprediksi
mengganggu kekompakan internal DPC PKB.

Namun hal itu dibantah Ainur Rofig. Mantan anggota DPRD
periode 1999-2004 tersebut menyebutkan, bila semuanya sudah
diantisipasi oleh DPC PKB Gresik. Apalagi, dia menilai semua keputusan
pasti ada yang kecewa dan ada yang senang menyikapi keputusan DPP
PKB tersebut.

c. Konflik DPC PKB Kabupaten Gresik Tahun 2010-2014

Sejak munculnya konflik pada tahun-tahun sebelumnya, yakni
dimana ketika Zulfan Hakim menjabat sebagai ketua DPRD Gresik dan
Moh. Syafi’ menjabat sebagai ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten
Gresik, konflik di internal DPC PKB Kabupaten Gresik masih belum usai,
bahkan konflik berlarut-larut, konflik berkembang menjadi konflik
kelomok yakni antara kepengurusan Dewan Tanfidz dan Dewan Syuro,
antara kepemimpinan Moh. Syafi’ dan KH. Robbach Ma’sum, dimana dua
kepengurusan tersebut saling menyalahkan satu sama lain atas

kepemimpinan masing-masing.
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Dua kelompok kepengurusan saling serang satu sama lain, saling
melaporkan kepengurusan tingkat yang lebih atas, seperti halnya DPW dan
DPP PKB.

Selain Ketua Dewan Tanfidz Moh. Syafik AM dengan Ketua
Dewan Syuro KH Robbach Ma’sum yang tidak sevisi, juga ada 12 dari 18
DPAC yang mosi tidak percaya kepada ketua. Bahkan, beberapa pengurus
DPC PKB juga membelot dan tidak sepakat kebijakan Ketua DPC Moh.
Syafik, antara lain Irsyadul Ibad (sekretaris) dan Munawar (bendahara).
Akibatnya, musyawarah kerja cabang (muskercab) DPC PKB digelar apa
adanya.

Atas dasar itulah, sebagai salah satu pendiri PKB di Kabupaten
Gresik, khususnya di Pulau Bawean, Zulfan Hasyim menyesalkan sikap
DPP PKB yang tidak berani mengambil keputusan tegas terkait konflik
yang terjadi di tubuh DPC PKB Gresik.

Zulfan juga menyesalkan adanya statemen liar ancaman dengan
melakukan pergantian antar waktu (PAW), ditujukan kepada anggota
dewan yang juga Ketua DPAC PKB karena tak hadir serta menganggap
musyawarah kerja cabang (muskercab) yang dilaksanakan oleh DPC PKB
Gresik, tidak sah.

Muhajir, selaku pendukung kubu Moh. Syafik menolak
berkomentar. Bahkan, dirinya juga menolak menjawab saat diminta

konfirmasi kemungkinan tersebut.
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“Saya tidak berkomentar soal itu dulu” 97

Jika dilihat mengenai sejarah konflik yang terjadi di DPC PKB
Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun tersebut, sangat jelas terlihat
bahwasanya persoalan utama yang terjadi yakni karena adanya faktor
kepentingan yakni persoalan perebutan kekuasaan antara yang satu dengan

yang lainnya.

% Muhajir, Fraksi Partai PKB Kabupaten Gresik, Wawancara, DPC PKB
Kabupaten Gresik, 10 Mei 2013)





